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BAB I. UMUM

Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut;
i

- Jasa i
Lainnya : Jasa yang membutuhkan kemampuan untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan penyediaan jasa;

- HPS : Harga Perkiraan Sendiri;

- LDP : Lembar Data Pemilihan;

- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja.




BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum
1. Lingkup
Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. DPeserta

4, Larangan
Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan

5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

1.1

Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Jasa
Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan

pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Pengadaan ini dibiayal dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Penunjukan Langsung penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat
diikuti oleh peserta yang berbentuk badan usaha atau peserta
perorangan dan telah lulus kualifikasi.

4.1

4.2

4.3

3.1

5.2

!

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak
melakukan tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pengadaan
Barang dan Jasa dalam bentuk dan cara apapun, untuk
memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan
Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.

Peserta yang menurut penilaian Pokja Pengadaan Barang dan
Jasa' terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses
Penunjukan Langsung atau pembatalan penetapan
penyedia;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c. gugatan secara perdata; dan/atau

d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja Pengadaan Barang
dan Jasa kepada PA/KPA.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
angka 5.1 antara lain meliputi:




5.3

i

i

!

a. 'pengurus koperasi pegawai Kantor Bahasa Provinsi
Nusa Tenggara Barat atau anak perusahaan pada
BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap
rsebagal anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa atau
pejabat yang berwenang menetapkan pemenang;

b. 'PPK dan/atan anggota Pokja Pengadaan Barang dan
Jasa, baik langsung maupun tidak langsung
‘mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta.

Pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Pendayagunaan Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang
Produksi Dalam mengutamakan Jasa Lainnya yang dilaksanakan di Indonesia oleh
Negeri tenaga kerja Indonesia (produksi dalam negeri).

B. Dokumen Pemilihan

7. Isi Dokumen 7.1
Pemilihan
12
7.3
7.4
8. Pemberian 8.1
Penjelasan

|
|

Dokumen Pemilihan terdiri dari:
a. Umum;
b. Instruksi Kepada Peserta;
¢. Lembar Data Pemilihan;
d. Bentuk Dokumen Penawaran:
1} Surat Penawaran;
2} Surat Kuasa;
3} Dokumen Penawaran Teknis.

e. Bentuk Surat Perintah Kerja,
f. Daftar Kuantitas dan Harga;
g. Bentuk Dokumen Lain:

1) SPPBI;

2) SPMK;

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen
Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen
Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko
peserta.

Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi
Dokumen Pemilihan kepada Pokja Pengadaan Barang dan
.Tasa: sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa wajib menanggapi setiap
permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP serta dihadiri oleh
peserta.




8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Perwakilan peserta pada saat pemberian penjelasan
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja
Pengadaan Barang dan Jasa

Bagi peserta perorangan pada saat pemberian penjelasan
tidak boleh diwakilkan, dan menunjukan tanda pengenal
kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta
mengenai:

a. cara penyampaian Dokumen Penawaran;

b. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen
Penawaran;

tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;

metode evaluasi;

hal-hal yang menggugurkan penawaran;

jenis kontrak yang akan digunakan;

Apablla dipandang perlu, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara
melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan
ditanggung oleh peserta.

Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan,
pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja Pengadaan
Barang dan Jasa, perubahan substansi dokumen, hasil
peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus
dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan
(BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Pokja Pengadaan
Barang dan Jasa yang hadir dan wakil dari peserta dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen
Pemilihan.

Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 8.6
terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang
perlu ditampung, maka Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
Apabila ketentuan baru atan perubahan penting tersebut tidak
ditvangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka
ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada
dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
Pokja Pengadaan Barang dan Jasa memberikan salinan BAPP
dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan kepada peserta.

e e

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

9. Biaya dalam Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan
Penyiapan penyampaian penawaran.
Penawaran

10. Bahasa 10.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa

Penawaran

Indonesia.
Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen
Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau




bahasa asing,

10.3  Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai
penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan
dalam Bahasa Indonesia,

11. Dokumen 11.1  Dokumen Penawaran terdiri dari Administrasi, Teknis, dan
Penawaran Harga.
11.2 Dokumen Penawaran, meliputi:
a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;
i 1) tanggal;
' 2) masa berlaku penawaran;
3) harga penawaran;
- 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
' 5) tanda tangan:
a)direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus

koperasi,

ﬁ b)penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan
perusahaan/pengurus  koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus  koperasi yang namanya
tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga ketja
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur utama/
pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau
pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar;

d)kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh

ﬂ kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen

\ otentik pada saat pembukiian kualifikasi; atau

e) pejabat yang menurut perjanjian
Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili
Kemitraan/KSO; atau;

f) peserta perorangan.

b. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan;
C. surat kuasa  dari  direktur  utama/pimpinan
. perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa
' (apabila dikuasakan);
d. dokumen penawaran teknis:
1) spesifikasi teknis;

|
i

12. Harga 12.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan
Penawaran huruf.

12.2 peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk

tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan




13.

14,

15.

16.

17.

12.3
Mata Uang 13.1
Penawaran dan
Cara 13.2
Pembayaran
Masa Berlaku 14.1

Penawaran dan
Jangka Waktu 14.2
Pelaksanaan

14.3

144

Harga, apabila dipersyaratkan.

Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus
dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Jasa Lainnya
ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

|
Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata
uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai
dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan
diuraikan dalam SPK,

Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum

dalam LDP,

Apabila evaluast belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir

masa berlakunya penawaran, Pokja Pengadaan Barang dan

Jasa dapat meminta kepada peserta secara tertulis untuk

memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam

jangka waktu tertentu.

Peserta dapat :

a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah
penawaran;

b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan
diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

Bentuk Dokumen .‘Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
Dokumen dokumen asli.

Penawaran

Pemasukan Dokumen Penawaran

Penyampulan Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang
dan Penandaan  terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu)
Sampul rangkap. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan
Penawaran rekaman, maka yang berlaku adalah dokumen asli
Penyampaian 17.1 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran
Dokumen kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa sesuai jadwal
Penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
17.2 Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui
pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja
Pengadaan Barang dan Jasa sebelum batas akhir pemasukan
penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan
dokumen menjadi risiko peserta.
17.3 Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui

posfjasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan
kedalam sampul luar yang mencantumkan nama paket
pekerjaan dan alamat Pokja Pengadaan Barang dan Jasa .




18. Waktu Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima

Pemasukan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di tempat dan pada waktu
Penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP,
19. Penawaran 19.1 Setiap penawaran yang diterima oleh Pokja Pengadaan

Terlambat

>

Barang dan Jasa setelah batas akhir waktu pemasukan
penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta
yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak
dibuka) disertai dengan bukti serah terima,

Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui
posfjasa pengiriman, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk
mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan
bukti serah terima.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi

20, Pembukaan 20.1
Penawaran

20.2

21. Evaluasi 21.1

21.2

ﬁ Penawaran

21.3

Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat

sebagaimana tercantum dalam LDP,

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa memeriksa kelengkapan

Dokumen Penawaran yang meliputi:

a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa
berlaku penawaran dan harga penawaran;

b. daftar kuantitas dan harga;

¢. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan
kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam
akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga satuan

atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum

dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan;

b.apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume
dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan
pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan
yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan

c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap
sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain
dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap
dibiarkan kosong.

Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendapatkan

penawaran yang memenuhi syarat.




21.4

21.5

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi
penawaran yang meliputi:

a. evaluasi administrasi;

b. evaluasi harga.

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai

berikut;

a. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dilarang menambah,
mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen
Pemilihan ini;

b.Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau peserta
dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah isi Dokumen Penawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang
sesual dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi
teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,
tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok
yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja
pekerjaan;

d.para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan
intervensi kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
selama proses evaluasi;

e.apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya
pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara
peserta, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau PPK,
dengan tujuan untuk menunjuk peserta, maka:

1) peserta dimasukkan ke dalam Daftar Hitam baik badan
usahanya beserta pengurusnya;

2) Pokja Pengadaan Barang dan Jasa mengundang peserta
lain.

Evaluasi Administrasi:

a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan
terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian
kualifikasi;

b. penawaran  dinyatakan = memenuhi persyaratan
administrasi, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan
Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi;
2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai
. berikut:
a) ditandatangani oleh:

(1) direktur  utama/pimpinan  perusahaan/
pengurus koperasi;

(2) penerima kuasa dari direktur utama/
pimpinan perusahaan/pengurus koperasi
yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

(3) pihak lain yang bukan direktur utama/
pimpinan perusahaan/pengurus koperasi
yang namanya tidak tercantum dalam Akta




Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang
pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan
perusahaan/karyawan  koperasi  yang
i berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
| mendapat kuasa atau pendelegasian
i wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi atau pihak yang sah berdasarkan
| Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

| (4) kepala cabang perusahaan yang diangkat

‘ oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan

dokumen otentik pada saat pembuktian
kualifikasi; atau

(5) pejabat  yang menurut  perjanjian
Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak
mewakili Kemitraan/KSO; atau;

(6) peserta perorangan.

b) mencantumkan harga penawaran;

c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak
‘* kurang dari waktn sebagaimana tercantum
i dalam LDP;

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

e) bertanggal.

c. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dapat melakukan
klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan
meragukan;

d. apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

e. apabila peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi,
maka Pokja Pengadaan Barang dan Jasa mengundang
peserta lain.

21.7  Evaluasi Teknis:
a. Evaluasi Teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
iditetapkan;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan
ketentuan:
1) Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menilai persyaratan
1 teknis minimal vyang harus dipenuhi dengan
membandingkan pemenuhan persyaratan teknis
sebagaimana tercantum dalam LDP;
2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan
terhadap:
a) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melampaui batas waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP;




d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang
kurang jelas atau meragukan, Pokja Pengadaan Barang
dan Jasa melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam
klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah
substansi ~ penawaran.  Hasil  klarifikasi  dapat
menggugurkan penawaran;

e. apabila peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis
dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;

f. apabila peserta tidak lulus evaluasi teknis maka Pokja
Pengadaan Barang dan Jasa mengundang peserta lain.

21.8  Evaluasi Harga:
a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal
yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

1) total harga penawaran atau penawaran terkoreksi
dibandingkan terhadap nilai total HPS, apabila total

;, harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi

0 nilai total HPS, peserta dinyatakan gugur dan Pokja
Pengadaan Barang dan Jasa mengundang peserta lain;
2} harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari
110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan
yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi.
Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang
dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar
Kuantitas dan Harga;

3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak
ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut
harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap
termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

4) kontrak lump sum:

a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga
penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang
diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;

o b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan
~ jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai

i yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau

' ¢) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak

jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam

" negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja
Pengadaan Barang dan Jasa;

2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran
dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan

i

22. Klarifikasi Setelah peserta lulus evaluasi penawaran maka dilakukan klarifikasi
Teknis dan teknis dan negosiasi harga dengan ketentuan:
Negosiasi Harga a. klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan terhadap harga
satuan yang dinilai tidak wajar berdasarkan HPS;




b. dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah
disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi;

c. hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang
dan sebagai dasar nilai kontrak;

d. apabila klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta tidak tercapai
kesepakatan, maka Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
mengundang peserta lain.

F. Pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPL), Penetapan dan
Pengumuman Penyedia 2

23. Pembuatan 23.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi
BAHPL penawaran serta klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang
dibuat oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dan
ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah

anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.

O 23.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:
o a, nama peserta;
b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari
peserta;
harga hasil negosiasi;
metode evaluasi yang digunakan;
unsur-unsur yang dievaluasi;
rumus yang dipergunakan;
keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
mengenai hal ikhwal pelaksanaan Penunjukan Langsung;
dan
h. tanggal dibuatnya Berita Acara.

@ e Ao

24. Penetapan 24.1 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa membuat Surat Penetapan
Pemenang Pemenang berdasarkan BAHPL
(Penyedia) 24.2  Penetapan pemenang (penyedia) harus memuat:
o a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

b. | nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau
! harga penawaran terkoreksi;
¢. | harga hasil negosiasi;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
e. hasil evaluasi penawaran.
243 Data Pendukung yang diperlukan untuk menetapkan
pemenang (penyedia) adalah:
a. ; Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);
b. - BAHPL; dan
c. Dokumen Penawaran.

G. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

25. Penunjukan 25.1 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan Berita
Penyedia Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPL) kepada PPK
Barang/Jasa sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
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25.5

25.6

Barang/Jasa (SPPBJ).

PPK menerbitkan SPPBJ apabila masa penawaran dan

pernyataan penyedia pada formulir isian kualifikasi masih

berlaku.

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut,

dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat
diterima secara obyektif oleh Pokja Pengadaan Barang
dan Jasa, maka yang bersangkutan tidak dikenakan
sanksi;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak
dapat diterima secara obyektif oleh Pokja Pengadaan
Barang dan Jasa, maka yang bersangkutan dimasukkan
dalam Daftar Hitam; atau

¢. yang bersangkutan boleh tidak bersedia ditunjuk dengan
tidak dikenakan sanksi apabila masa penawarannya sudah
tidak berlaku.

Apabila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka

PA memerintahkan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk

mengundang peserta lain.

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (duva) hari

kerja setelah pengumuman penetapan penyedia.

Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena

tidak sependapat atas penetapan penyedia, maka

diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan
ketentuan:

a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan
evaluasi ulang atau Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
untuk mengundang peserta lain; atau

b. apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja Pengadaan
Barang dan Jasa, PA/KPA memutuskan penetapan
penyedia oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa bersifat
final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk
mengeluarkan SPPBJ.

26. Kerahasiaan Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil
Proses Penunjukan Langsung (BAHPL) oleh Pokja Pengadaan Barang dan
Jasa bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman penyedia.

H. Penandatanganan Kontrak

27. Penanda- 27.1
tanganan
Kontrak

Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa
apakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih
berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak
dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat
dilakukan.

Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.




27.7

27.8

1

il

PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi
Dokumen Pengadaan sampal dengan penandatanganan
Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan
pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah
mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta
membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak
dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi
pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian
yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
a. adendum Surat Perjanjian;
b. pokok perjanjian;
C. surat penawaran berikut daftar kvuantitas dan harga;
d. spesifikasi umum;
e. SPPBJ, BAHPL.
Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada
- bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai
pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila
diperlukan.
Pihak yang berwenang menandatangani nama Penyedia
perseorangan  ataw  badan usaha  yaitu  Direktur
Utama/Pimpinan  Perusahaan/Pengurus  Koperasi  yang
disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar,
yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan
Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanya tidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang
pihak tersebut adalah pengurus/karyawan
perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga
kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan
Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah
berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.




BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. Lingkup 1. Panitia: Kelompok Kerja Pemilihan
Pekerjaan

o]

Alamat Panitia:

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram

3. Websz't;e:
www.kantorbahasantb.kemdikbud.go.id

4. Nama paket pekerjaan: Paket Pengadaan Pertemuan Fullboard
Kegiatan Pelatihan Guru Master .

ﬁ 5. Uraian singkat pekerjaan: Paket Pengadaan Pertemuan
Fullboard Kegiatan Pelatihan Guru Master untuk
Pemberdayaan Penutur Jati dalam Mengimplementasikan
Model Pelindungan Bahasa Daerah

6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 5 (lima) hari kalender,

B. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Kantor
Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022

C. Dokumen 1. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku
Penawaran penawaran dan harga penawaran;
2. daftar kuantitas dan harga;
3. surat kuasa dari pemimpin/direkiur utama perusahaan
kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam
akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

ﬁ D. Masa Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari
' Berlakunya kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Penawaran !

E. Jadwal Hari : Rabu
Pemasukan dan Tanggal : 20 Juli 2022
Pembukaan Pukul: : 08.00
Dokumen Tempat : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penawaran ' Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru,

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram




BABIV. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan
sebagai berikut:

1.1 Jasa Lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang,

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna

ﬂ APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD,

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Jasa Lainnya.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern
pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

_ 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
O menyediakan Jasa Lainnya.

1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja
sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun
penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis;

1.10  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban penyedia.

1.11  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut




1.15

1.16

1.17

1.1

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan
penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta
dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.

Hari adalah hari kalender,

Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)
adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari
penawaran.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan
perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK,
dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP
untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwuwjudnya dan berfungsinya suatu
pekerjaan Jasa Lainnya  sesuai peruntukannya yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu,

Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang
layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan
selurth pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan
dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan
yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki
penawar.

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang
disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara
penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan
yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan adalah
bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih
dahulu oleh PPK.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan masa pemeliharaan berakhir.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia
yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
yang diterbitkan oleh PPK.

Tanggal penyelesaian  pekerjaan adalah  tanggal
penyerahan peketjaan, yang dinyatakan dalam berita acara




2. Penerapan

3. Bahasa dan
Hukum

4. Larangan
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan

5. Asal Material/
Bahan

1.25

serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).;

Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung
sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan
tanggal penyerahan akhir pekerjaan,

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Jasa Lainnya ini
tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen, Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki
dalam Surat Perjanjian.

3.1

4.2

43

4.4

5.1

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam
rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa
Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah
tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri
menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum
yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung
kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi
pinjaman/hibah).

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para

pihak dilarang untuk:

a. mepawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;

b.! membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atan keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan

larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi

administratif oleh PPK sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan  disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;;

c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

d. dimasukan dalam daftar hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK

kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan

Institusi lainnya.

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan

sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen
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6. Korespondensi

7. Wakil Sah Para
Pihak

8. Perpajakan

9. Pengalihan

dan/atau
Subkontrak

5.2

6.1

6.2

impor.
Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan

diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau
faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum
dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika
telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para
Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat
tercatat dan/atau faksimili dituyjukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK.,

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam
SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh
diwakilkan.

Penyedia, dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
Nilai Kontrak.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Pengalihan selurvh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan  seluruh
pekerjaan.

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen
Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk
disubkontrakkan,

Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan
kepada penyedia spesialis

Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap
bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan,

Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
SSKK




11. Jadwal 18.1
Pelaksanaan
Pekerjaan
18.2
183
18.4

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

12. Surat Perintah 20.1
Mulai Kerja
(SPMK) 202

B.2 Pengendalian Waktu

13. Waktu 25.1
Penyelesaian

(‘) Pekerjaan

o]
W
S8

14. Perpanjangan 26.1

10. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
Mandiri terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan
vang dilakukan oleh mereka,

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang
ditetapkan dalam SSKK.

Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak
tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang
ditentukan dalam SSKK.

Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan  sesuai  jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum kontrak.

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya
pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

|

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan
selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang
ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian
bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia
dikenakan denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh
Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para
Pihak untuk diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan angka
13! ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian




Wakitu

26.2

B.3 Penyelesaian Kontrak

15. Serah Terima 30.1
Pekerjaan

30.2
30.3
30.4
B.4 Adendum
16. Perubahan 33.1
Kontrak 33.2
333
17. Perubahan 34.1
Lingkup
Pekerjaan

f
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pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal
Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika
perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh penyedia,

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus),
penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
untuk penyerahan pekerjaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan
dan/atau  cacat hasil  pekerjaan, penyedia  wajib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari
nilai kontrak,

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

Perubahan Kontrak bisa dapat dilaksanakan apabila disetujui

oleh para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga
. mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. J;perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; dan/atau

c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan
pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau
penyesuaian harga.

Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat

membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

atas usul PPK.

apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
pekerjaan pada saat pelaksanaan, maka:
a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan
Kontrak yang meliputi antara lain:
1.) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak;
2.) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;




18. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

B.5 Keadaan Kahar

19. Keadaan Kahar

34.2

35.1

35.2

353

35.4

355

36.2

3.) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum
tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk

' menyelesaikan seluruh pekerjaan.

b.) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya
,L anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari
i nilai kontrak awal.

c.'Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara
;iltertulis kepada penyedia kernudian dilanjutkan dengan
inegosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

d.}Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
'sebagai dasar penyusunan adendum kontrak,

Untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak gabungan lump

sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat

dilakukan perubahan kontrak,

perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan
yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;

b. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

c. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

d.E, Keadaan Kahar.

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat
keadaan kahar.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas
kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis
yang diajukan oleh penyedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan
waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
dalam adendum kontrak.

f

Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

bencana alam;

bencana non alam;

bencana sosial;

pemogokan;

kebakaran; dan/atan

gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui  keputusan bersama Menteri Keuangan dan

o e o
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36.3

364

36.5

36.6

36.7

!
I
'Menteri teknis terkait.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
Apabila  terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan
pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar
yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk
pemenuhan kewajiban Pthak yang tertimpa Keadaan Kahar
harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan Kketentuan, Peryedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa
Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin
maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
scbagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum
Kontrak.

B.6 Pemutusan dan Penghentian Kontrak

20. Pemutusan
kontrak

21. Pemutusan
Kontrak oleh
PPK

38.1

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau
pihak Penyedia.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini

melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah

terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
Kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan
Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat
dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan
yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi
pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat
memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau
diselesaikan.  Penyedia berkewajiban untuk mengganti
selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas
Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut.




Penyedia tetap berkewajiban untuk  meneruskan
pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini
yang tidak diputuskan;

. Penyedia sampai dengan batas akhir penyelesaian

pekerjaan sesuai dengan ditetapkan dalam kontrak tidak

dapat menyelesaikan pekerjaan, maka:

1) PPK memutus kontrak secara sepihak, apabila PPK
menilai secara teknis penyedia tetap tidak dapat

| menyelesaikan pekerjaan karena kesalahan penyedia,

| walaupun telah diberi kesempatan sampai 50 (lima

[ puluh) hari kalender dan penyedia dikenakan sanksi:

a) dimasukan dalam daftar hitam;

b) dicairkan jaminan pelaksanaan dan disetorkan ke

| kas negara/daerah (apabila ada);

~ ¢) melunasi sisa uang muka atau dicairkan jaminan

uang muka (apabila ada);

d) dituntut ganti rugi.

2) PPK memutus kontrak secara sepihak, setelah
penyedia diberikan kesempatan 50 (lima puluh) hari
kalender setelah batas akhir penyelesaian pekerjaan
dan penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan

i pekerjaan, karena kesalahan penyedia, maka
penyedia dikenakan sanksi :

a) dimasukan dalam daftar hitam;

b) dicairkan jaminan pelaksanaan dan disetorkan ke
kas negara/daerah (apabila ada);

c) melunasi sisa uang muka atau dicairkan jaminan
uang muka (apabila ada);

i d) dikenakan denda sebesar :

(1) 1/1000 (satu per seribu) dari bagian nilai
kontrak/SPK  sebelum PPN yang belum
dikerjakan setiap hari kalender keterlambatan
(apabila output dapat dipecah-pecah (bukan
satu kesatuan system) dan dapat berfungsi

4 secara sendiri-sendiri)

(2) 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai
kontrak/SPK  sebelum PPN setiap hari
kalender keterlambatan (apabila output tidak
dapat dipecah-pecah karena satu kesatuan
system dan tidak dapat berfungsi secara
sendiri-sendiri)

e) dituntut ganti rugi.

. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat

kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima

perseratus) dari nilai Kontrak;

. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh

instansi yang berwenang; dan/atau

. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN



dan/atau  pelanggararan  persaingan sehat  dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang.

38.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
penyedia, PPK memberikan sanksi kepada penyedia sesuai
angka 21.1.c. dan membayar kepada penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK
sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak
dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia
(apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik

PPK.
22, Pemutusan 39.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Kontrak oleh Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan
Penyedia Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila
PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
O angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana

tercantum dalam SSKK;

39.2 Penyedia dapat memutus kontrak apabila PPK gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam

hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30

(tiga puluh) hari kalender setelah penyedia menyampaikan

pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis

kepada PPK.
39.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 21.2 adalah :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen
kontrak;

b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian
perselisihan.

39.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah
O diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya
- pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang
harus dibayar penyedia yang harus dibayar Penyedia (apabila
ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan

kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.,

| 23. Penghentian Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah
| Kontrak selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
24. Pembayaran Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib
setelah membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
Penghentian/ telah dicapai sampai dengan  tanggal berlakunya
Pemutusan pengentian/pemutusan kontrak.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

25. Hak dan 43.1 Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus




Kewajiban Para dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan
Pihak kontrak, meliputi:
43.2  Hak dan kewajiban PPK:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
" oleh penyedia;

b.membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
;;dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
‘dan

43.3  Hak dan kewajiban penyedia:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
‘dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

c.\melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
1menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,

O ‘angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
‘pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang
dirinci dalam kontrak;

d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak; dan

f. imengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
“‘melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan penyedia.

26. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan |
Dokumen- dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan |
O Dokumen kontrak untuk kepentingan pihak lain, kecuali dengan ijin tertulis
Kontrak dan dari PPK.,
Informasi '
27. Hak Atas Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari
Kekayaan pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan
Intelektual Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

28. Penanggungan 46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan Risiko dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,

kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,

proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan

terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau

kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul

dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja




29.

30.

31.

32.

33.

Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK

Kepemilikan
Dokumen

Kerjasama
Antara Penyedia
dan Sub
Penyedia

Keselamatan

Pembayaran
Denda

sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara
penyerahan akhir:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
! penyedia, dan Personil;.
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atan kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga,

46.2  Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko
kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan
Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian PPK.

46.3 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau
Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama
Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan
harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

b.'mengubah atau memutakhirkan program mutu;

c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK,

Semua laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang
dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya
merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu
pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta
daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu)
buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan
(jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut
di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.,

53.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur
dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

53.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.

533 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu
kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi
kerja.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa
Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap
kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan




i
Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

D. Hak dan Kewajiban PPK ﬁ

34. Hak dan PPK mempunyai Hak dan kewajiban :
Kewajiban a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
PPK penyedia;

b. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan

c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutulikan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan kontrak (apabila diperlukan).

d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

e. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan

f. membayar ganti rugi, melindungi, dan membela penyedia
terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang
timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak

yang dilakukan PPK
35. Peristiwa 62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia
Kompensasi dalam hal sebagai berikut:
a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
' pelaksanaan pekerjaan;

b. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

c. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh
PPK;

d. ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atan
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

62.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai
untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. Pembayaran kepada Penyedia



36. Harga Kontrak  63.1

63.2

37. Pembayaran 64.1

64.2

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam kontrak sebesar harga kontrak.

Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban
pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi
juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pembayaran pekerjaan

a. pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan
.oleh PPK, dengan ketentuan:

;1) penyedia telah mengajukan tagihan;

©2) pembayaran dilakukan secara sekaligus, sesuai
! ketentuan dalam SSKK;

13) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada),
| pajak dan uang retensi;

4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.

b.! pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%

c(se:ratus perseratus) dan Berita Acara pekerjaan
diterbitkan;

c.;PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus
sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);

d.|bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran,
‘tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran.
PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan
‘hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestas;

c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah:

1} 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak
vang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan

i yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila
bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum
berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai
tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku
bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank

r
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| Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan
. dalam pembayaran prestasi pekerjaan;

f. ‘gantx rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan
| dalam adendum kontrak;

gl  pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh
iPPK apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai
1%perhitungan dan data-data,

38. Penangguhan 67.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran pekerjaan penyedia
jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan
sesual dengan waktu yang telah ditetapkan.

67.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan
yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

O 67.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

67.4  Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran
akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

F. Pengawasan Mutu

39. Pengawasan dan  PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila
diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

G. Penyelesaian Perselisthan

40. Penyelesaian 74.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
O Perselisihan menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul
' dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan

ini.

74.2  Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah,
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Itikad Baik 75.1  Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
75.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.
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BAB V. SYARAT-éYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Wakil Sah
Para Pihak

Tanggal
Berlaku
Kontrak

Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

Pembayaran
Tagihan

Sumber
Pembiayaan

Satuan Kerja PPK:

Nama  : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram

Telepon :0370 623544

Laman : Kantorbahasantb.kemdikbud.go.id

e-mail  : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

Penyedia : PT Surya Cemerlang Sejahtera (Hotel Lombok Raya)
Nama  :[Gusti Lanang Patra

Alamat : Jalan Panca Usaha Nomor 11 Cakranegara, Mataram
Telepon : 0370—632305 (hunting)

Website : lombokrayahotel.com

Faksimili : 0370—636478

e-mail  :reservation{@lombokrayahotel.com

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK | : Kilep Mariani

t

Untuk Penyedia : I Gusti Lanang Patra

!

Kontrak mulai berlaku sejak: 25 Juli 2022

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : § (lima) hari

4

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak

tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan
diterima oleh PPK.

Pembayaran Penagihan dimasukkan ke nomor rekening 0560248521 a.n.

PT. SuryaCemerlang Sejahtera pada Bank Central Asia Cabang
Cakranegara Lombok.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari DIPA
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SP DIPA-
023.13.2.660091/2022 Tanggal 17 November 2021, MAK:
2021.QDC.001.052.A.524114



H.

Pembayaran
Uang Muka

Pembayaran
Prestasi

Pekerjaan

Denda

Penyelesaian
Perselisihan

Pekerjaan Jésa Lainnya ini tidak dapat diberikan vang muka.

Pembayaraﬂ prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Sekaligus.

4
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Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.

Jika perselisthan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat
diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga
penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Pengadilan , Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI)

Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka
cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di
atas: “

{
“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan
diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut
peraturan-peraturan  administrasi dan  peraturan-peraturan  prosedur
arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang
bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak
setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing
Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang
ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan
bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”
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